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Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) adalah

struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan untuk

menghasilkan nilai ekonomi jangka panja ng yang berkesinambungan

bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan prinsip

GCG dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Pemahaman ini mendasari komitmen PT. BPR Nusamba Pecangaan untuk

senantiasa menerapkan prinsip GCG di setiap jenjang organisasi dan

kegiatan operasiona lnya.
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PT. BFR NUSAMBA PECANGAAN

KATA PENGANTAR

lVlemperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor : 4IPOJK.o3lzor5 serta

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 5ISEOJK.o3lzot6 tentang Penerapan

Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, Direksi telah menyusun Laporan tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun zot8, guna memberikan gambaran

terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT. BPR Nusamba Pecangaan.

Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholder guna

mengetahui kinerja Bank, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika yang berlaku secara urnum pada industri

perbankan serta pelaksanaan prinsip dasar tata kelola, yaitu : transparansi,

akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik

dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat

memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan tata kelola PT. BPR

Nusamba Pecangaan dan dapat dipergunakan untuk perbaikan dimasa yang akan

datang.

PT. BPR NU PECANGAAN

H.P-t\,vlYONOrS.E*M,[&

Komisaris Utama

Jepara,9 April zorg
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BAB I

PENDAHULUAN

A. INFORMASIUMUM

PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Pecangaan {selanjutnya disebut "Bank")

didirikan di Jakarta pada tanggal z9 September t989 berdasarkan akta No.to7

yang dibuat dihadapan Abdul Latif, 5H notaris di Jakarta. Akta pendirian telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik lndonesia dengan Surat Keputusan

No. Cz-roz64.HT.o1.or.TH'89 tanggal 8 Nopember t989 serta telah dilakukan

pengumuman dalam Berita Negara No.75 tanggal t7 September t993.

Anggaran dasar Bank beberapa kali mengalami perubahan antara lain

berdasarkan Akta No. toz tanggal t4 September zot5 dengan Notaris Ny.

Diumini Setyoadi, SH, MKn berisi tentang peningkatan modal ditempatkan dan

disetor" Atas perubahan modal tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia No. AHU-AH.ot3-o966428 tanggal z:

September z015 dan telah dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) No. S-244lKR.4rzlzor5 tanggal z6 Oktober 2o15.

Anggaran dasar Bank mengalami perubahan terakhir berdasarkan Akta No. t6

tanggal 6 Nopember zotS dengan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn berisi

tentang peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Atas perubahan modal

tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

lndonesia No. AHU-AH.or.o3-oz6z4r8 tanggal g November zorS dan telah

dicatat dalam administrasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-

63zlKR.o3r 3lzot9 tanggal r9 Desember zor8.

Pengurus Bank (Direksi dan Komisaris) tidak memilikisaham perseroan. Seluruh

saham perseroan Bank dimiliki oleh holding company yaitu PT Sentra Modal

Harmoni dan PT Fajar Mas Murni, yang kesemuanya berkedudukan di Jakarta.

Komposisi kepemilikan modal saham pada 3t Desember zotS adalah sebagai

berikut:

TAPORAN PE$TRAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAil
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PT. Sentra Modal Harmoni 57,660 5,766,000,000 45.24%

Tabel t.t. Komposisi Kepemilikan Saham

PT. Fajar Mas Murni 9,950 995,000,000 14.72%

67,610 6,761"000,000

Bank memulai operasional usahanya pada tanggal 17 Februari 1990 yang

berkantor pusat di JI. Raya Pecangaan No.5z kabupaten Jepara. Bank

menyadari bahwa akuntabilitas merupakan salah satu tolok ukur yang sekaligus

untuk meningkatkan nilaitambah Bank bagi Pemegang Saham dan Stskeholders

lainnya.

Berangkat dari alasan tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya,

Bank secara berkesinambungan meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata

kelola perusahaan (Cood Corporate Governance) yang baik dan prinsip kehati-

hatian dalam setiap kegiatan usahanya.

PRINSIP DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Sesuai dengan POJK Nomor: +lPoJK.o3lzot5 tanggal 3t Maret 2015 tentang

pelaksanaan penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank

terus berupaya mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan.

Memperhatikan literatur yang ada, penerapan tata kelola yang baik (6ood

CoorporateCovernance) senantiasa berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yakni:

r. Transparansi {transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan

informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan

proses pengambilan keputusan;

z. Akuntabilitas (accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan

pertanggungiawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara

efektif;

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
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4.

Pertanggungiawaban (responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip

pengelolaarr Bank yang sehat;

lndependensi (independency) yaitu pengelolaan Bank secara professional

tanpa pengaruh I tekanan dari pihak rnanapun;

5. Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak

para pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan aturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan Good Corporate Covernance (CCC)

dilakukan melalui metode dssessment. Metode dssessment pengukuran

efektifitas pelaksanaan CCG, dapat dilakukan secara :

1. Penilaian Sendiri (self-assessment);

z. Penilaian CCG dari Pihak Lain (third party ossessment).

Pelaksanaan penilaian dikelompokan dalam suatu sistem tata kelola, yaitu:

t" Struktur dan lnfrastruktur Tata Kelola {governance structure)

Penilaian struktur dan infrastruktur tata kelola bertuiuan untuk menilai

kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR agar proses

pelaksanaan prinsip 6cc menghasilkan hasil yang sesual dengan harapan

Stakeholders BPR. Yang termasuk dalam struktur tata kelola BPR adalah

Komisaris, Direksi, Komite dan Satuan Kerfa pada BpR. Adapun yang

termasuk infrastruktur tata kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan

prosedur BPR, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi

(tupoksi) masing-masing struktur.

z. Proses Penerapan Tata Kelola (governance process)

Penilaian proses penerapan tata kelola bertujuan untuk menilai efektifitas

proses pelaksanaan prinsip Cood Corporate Covernance (6CG) yang didukung

oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola BPR sehingga

menghasilkan hasil yang sesuaidengan harapan Stakeholders BPR.

LAPORAN PENERAPAN TATA TELOIA PTRUSAHAAN
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3. Hasil Penerapan Tata Kelola (governance outcome)

Penilaian hasil penerapan tata kelola bertujuan untk menilai kualitas hasil

yang memenuhi harapan Stakeholders BPR merupakan hasil proses

pelaksanaan prinsip GCC yang didukung oleh kecukupan struktur dan

infrastruktur tata kelola BPR.

c. vtst, MIst, SASARAN DAN ARAH KEBTJAKAN BANK

Pelaksanaan prinsip-prinsip Cood Corporate Covernance diyakini mampu

memberikan arahan strategis dalam pencapaian Visi, Misi dan Sasaran yang

akan dicapai Bank.

t. Visi, Misidan Sasaran;

a) Visi : Menjadi Bank yang terpercaya dan membangun masa depan

(disingkat TERMAPAN).

b) Misi:

t) naendayagunakan seluruh asset perusahaan dengan semaksimal dan

seefisien mungkin;

:) Menjalin kemitraan secara profesional dan saling menguntungkan

dengan seluruh Stakeholders untuk kelangsungan dan pertumbuhan

bisnis;

3) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki secara

kreatif, inovatif dan produktif guna memberikan nilai tambah positif

bagi Stokeholders;

4) Berperan terhadap masa depan yang bertanggung jawab dan

berkelanjutan;

5) Berperan dalam pengembangan UMKM dengan memberikan

pelayanan ya ng terbaik.

c) Sasaran yang akan dicapai:

t) Sasaran Kuantitatif;

Menjadi Bank sepuluh teratas pada cluster industrinya.

z) Sasaran Kualitatif.

- Bank yang kreatif, inovatif dan produktif.

- Bank yang terhormat.

|SPORAN PENERAPAN TATA KELOI.A PERUSAHAAN



PTT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

- Tempat kerja yang nyaman dan menarik.

- Bank yang menarik bagi nasabah.

z. Arah Kebiiakan Bank

a) Menjalankan usaha Bank dengan prinsip kehati-hatian;

b) Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa

berpedoman pada kebijakan dan prosedur;

c) Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku pada Bank Perkreditan Rakyat;

d) Bank akan fokus pada penyaluran kredit kepada UMKM.

STRUKTUR ORGAN ISASI BAN K

Pelaksanaan penerapan tata kelola berlandaskan pada komitmen bersama dari

seluruh jajaran Manajemen dan Karyawan untuk tunduk dan patuh pada seluruh

peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi Bank

yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan

didasarkan atas kondisi saat ini yang disesuaikan dengan kebutuhan

perkembangan organisasi serta adanya regulasi mengenai penerapan tata

kelola yang harus menambah tugas bagian-bagian yang ada.

Dalam bagan struktur organisasi, terdapat skema 3 kantor induk:

- Kantor Pusat Operasional (KPO);

- Kantor Cabang Kelas I (terdapat pejabat Kabid) -> Kantor Cabang Kudus;

- Kantor Cabang Kelas ll (tanpa pejabat Kabid) -> Kantor Cabang Bangsri

KPO setara dengan Kantor Cabang Kelas l.

sampai akhir Desember zor8, secara keseluruhan jumlah sDM (termasuk

Direksi) berjumlah ro8 orang, dengan perincian sebagai berikut:

- Jenis kelamin

- Pendidikan

L=83rP=25

52 = O, St = 64, Dj = 9, SLTA = lJ, SLTp = 2

- Status karyawan tetap - 98, kontrak = 1, outsourching = 9

- Penempatan

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAI\II

KPO =87, KC Kudus =14,KC Bangsri = 7



PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

Struktur organisasi Bank ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor

ooS/PCA/SK-UMUM/DIRllll/zot8 tanggal tz Maret zotS tentang Pemberlakuan

Struktur Organisasi & Job Description Edisi zor8, sebagai berikut :

Gambar t.t. Struktur Organisasi PT.BPR Nusamba Pecangaan

STRUKTUR ORGANISASI

PT BPR TIUSAI'BA PECAI.IGAAN

Direktilr wnbawahkan fungsi lepahrhafi dan nanajeftren resiko

E. PENERAPAN TATA KELOIS BANK

Dalam penerapan tata kelola, Bank tidak hanya berpedornan pada ketentuan

dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tata kelola sebagaimana

disebutkan di atas, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku Iainnya seperti :

1. Undang-undang Nomor: 7 tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor: 10 tahun t998 tentang Perubahan Atas undang-

undang Nomor: 7 tahun r99z tentang Perbankan;

2. Undang-undang Republik lndonesia Nomor: 4a tahun 2oa7 tentang

Perseroan Terbatas;

3. Undang-undang Nomor: 8 tahun t999 tentang Perlindungan Konsumen;

LAPORAN PENERAPAN TATA I(ELOIA PERUSAHAAN
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4, undang-undang Republik lndonesia Nomor: z4 tahun zoo4 sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang Nomor: 7 tahun zoog tentang

Lembaga Penjamin Simpanan;

5. Undang-undang Republik lndonesia Nomor: 8 tahun 2o1o tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Undang-undang Republik lndonesia Nomor: g tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: zolPOJK.o3lzot4 tentang Bank

Perkreditan Rakyat;

8. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: rzlPoJK.o3lzot6 tentang

Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Modal lnti;

9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 4lp}K.qlzot5 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

1o. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: rylPoJK.qlzag tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank perkreditan Rakyat;

11. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: zTlpoJK.a3lzot6 tentang

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi pihak Utama Lembaga JAsa

Keuangan;

12. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: ++/poJK.o3!zot5 tentang

Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

13. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: 3TlpaJK.qlzotl tentang

Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah;

14. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/poJK.qlzatT tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

15. Peraturan otoritas Jasa Keuangan Nomor: lr,lpoJK.otlzotT tentang

Penerapan Program Anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

IAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
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4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: z4 tahun zoo4 sebagaimana

telah diubah dengan undang-undang Nomor: 7 tahun zoog tentang

Lembaga Peniamin Simpanan;

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: I tahun 2o1CI tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

6. Undang-undang Republik lndonesia Nomor: 9 tahun 2o1j tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: zo/POJK.o3lzot4 tentang Bank

Perkreditan Rakyat;

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: tzlPO-IK.o3lzot6 tentang

Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat

Berdasarkan Modal I nti;

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: qlP$K.qlzot5 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;

1o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 13,lPCdK.a3l2a$ tentang

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat;

11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: zTlPOJK.o3lza$ tentang

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga JAsa

Keuangan;

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ++lPOiK.o3lzat5 tentang

Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan

Komisaris Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 37lPC,JK.qftot6 tentang

Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah;

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.a3lzot7 tentang Batas

Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;

15. Peraturan Otorltas Jasa Keuangan Nomor: rz/POJK.or lzotT tentang

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN



PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

BAB II
PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA

Sebagai wujud komitmen terhadap pelaksanaan ketentuan otoritas Jasa Keuangan

terkait penerapan tata kelola Bank Perkreditan Rakyat, Bank telah membuat suatu

pedoman keria internal terkait penerapan tata kelola yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Direksi Nomor or4IPCA/SK-UMUM/DIR/Xilizor6 tanggal z7 Desember

zo16 tentang Pemberlakuan Standar operasional Prosedur (Sop) Coad Corporate

Cavernance (GCC) pT. BpR Nusamba pecangaan.

Penetapan Pedoman internal CCC tersebut bertuiuan untuk semakin mengingatkan

dan mengikatkan segenap organisasi untuk keseluruhan tingkatan dan jenjang

organisasi yang ada di Bank agar senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip CCC

dalam melaksanakan kegiatan usaha dan pekerjaannya. yang dimaksud dengan

seluruh tingkatan atau ienfang organisasi adalah seluruh pengurus dan pegawai

Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat

pelaksana.

Pemberlakuan Pedoman tersebui diharapkan mampu lebih mendorong Direksi dan

segenap iaiarannya untuk dapat menialankan tugasnya dengan baik dan pada saat

yang bersamaan Dewan Komisaris melakukan pengawasan secara efektif,
profesional, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Pedoman ccc diatas, secara umum pelaksanaan penerapan tata kelola

Bank dapat digambarkan dan dijeraskan sebagai berikut:

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI

Berdasarkan pedoman dan Tata Tertib Keria Direksi yang mengacu pada

Anggaran Dasar Bank yang telah ditentukan dalam Rapat umum pemegang

Saham dan meruiuk kepada undang-undang Perseroan Terbatas, ketentuan-

ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, tugas dan tanggung Jawab Direksi,

adalah:
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rT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

Memastikan terselenggarannya pelaksanaan penerapan tata kelola yang

baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang

operasional berdasarkan dengan prinsip kehati - hatian;

Direksi bertanggung iawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;

Direksi walib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung

jawab sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Direksi waiib rnenindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan

Kerja Audit lntern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan dan / atau hasil pengawasan Otoritas lainnya;

Direksi wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pemegang

Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

Direksi wajib mengungkapkan kepada Pegawai, kebijakan Bank yang

bersifat strategis di bidang kepegawaian;

Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan

tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Struktur, Komposisi dan lndependensi Anggota Direksi

Berdasarkan Akta No.to pada tanggal zo Juli zo16, dihadapan Notaris Ny.

Djumini Setyoadi, 5H, Mkn notaris di Jakarta susunan anggota Direksi per 31

Desember zotS adalah sebagai berikut :

Direktur Utama Suyanto, S.H.

Muhamat Yuhdi, S.E.

Perubahan susunan pengurus tersebut telah dicatat dalam administrasi

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan

No. S-ror/KR.o3rzlzor6 tanggal 7 September zot6.

Jumlah anggota Direksi Bank adalah z (dua) orang, terdiri dari r (satu) orang

Direktur Utama dan r (satu) orang Direktur.

Tabel z.r. Susunan Anggota Direksi
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PT. BPR NUSITMBA PECANGAAN

Seluruh anggota Direksi merupakan tenaga profesional yang memiliki

pengalaman pada industri perbankan dan telah lulus Penilaian Kemampuan

dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

seluruh anggota Direksi tidak rnemiliki hubungan keuangan, hubungan

kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga

dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau

Pemegang saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris,

Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan non Bank dan/atau

lernbaga lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan demikian seluruh anggota Direksi Bank telah memenuhi kriteria,

jumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan menurut

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain :

- Anggota Direksi paling sedikit berjumlah z (dua) orang, sarah satu

diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama;

- seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di kotalkabupaten yang

sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama atau

kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan rangsung dengan

kotalkabupaten pada provinsi lokasi Kantor pusat BpR;

- Anggota Direksi harus memiliki pendidikan formal paling rendah

setingkat diploma tiga;

- Anggota Direksi harus memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang

memadai dan relevan dengan jabatannya;

- Anggota Direksi harus memiliki pengalaman dan keahlian di bidang

perbankan dan/atau lembaga jasa keuangan non perbankan paling

singkat selama z (dua) tahun;

- Anggota Direksi harus memiliki kemampuan untuk melakukan

pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BpR yang sehat;

- Anggota Direksi wajib memiliki sertifikat kelulusan yang masih berlaku

yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi profesi;

TAPORAN PENERAPAN TATA I(ELOLA PERU5AHAAN
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PT. BPR NUSAMBA PECANGAAN

- Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau

semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi;

daniatau anggota Dewan Komisaris;

- Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dilarang memiliki saham sebesar z5% (dua puluh lima perseratus) atau

lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi Pemegang Saham

mayoritas dilembaga jasa keuangan non Bank;

- Anggota Direksi dilarang merangkap iabatan pada Bank, perusahaan non

Bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri

BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan

kompetensi SDM BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas

sebagai Direksi BPR;

- Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan

pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

- Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai;

- Telah lulus Fit and Proper Test dan telah memperoleh Surat Persetujuan

dari Otoritas Jasauangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki

pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang mencakup etika keria,

waktu keria dan peraturan rapat.

Dalarn rangka pelaksanaan fungsi kepatuhan yaitu memastikan kepatuhan

terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan lainnya, Bank telah melakukan pemenuhan struktur organisasi

untuk penerapan fungsi kepatuhan termasuk memberikan tanggung jawab

kepada Bapak Muhamat Yuhdi, S.E. yang merupakan Direktur Perseroan

Bank untuk bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan

paling sedikit :

- Tidak menangani penyaluran dana; dan
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- Memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan

perunda ng-u nd angan lain ya ng berka ita n dengan perba nka n.

Pengangkatan Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan Bank telah

melalui uii kelayakan dan kepatutan Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal

z9 Agustus 2017 dan telah dinyatakan lulus berdasarkan surat Otoritas Jasa

Keuangan Nomor SR-r lZlKR. o3tzlzot7 pada tanggai 3r Oktob er 2a17.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing

anggota Direksi Bank:

Suyanto, Direktur

S.H. Utama

25Juli 2019 Akta RUPS No.10

tanggal 20 Juli 2016

s-101/ KR.031"2/ 2A1f,

Tgl 7 September 2016

3 Tahun

Tabel z.z. Masa Jabatan Anggota Direksi

Muhamat Direktur

Yuhdi, S.E.

3 Januari Akta RUPS No.22

2021 tanggal 5 Januari 2018

s-L17l KR.0313/ 2018

Tgl 12 Februari 2018

3 Tahun

). Sertifikasi Profesi Anggota Direksi

Sampai dengan tahun 2o18, seluruh anggota Direksi Bank telah lulus program

Sertifikasi Profesi Direktur yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

(LSP) LKM Certif, dengan perincian sebagai berikut:

Suyanto, S.H. Direktur Utama Nomor : 64127 1 12A 6 1276 2018

Tanggal : 27 April 2018

Tabel 2.3. Sertifikasi Profesi Direksi

Muhamat Yuhdi, S.E Direktur Nomor : 64127 1120 6 A574 2A17

Tanggal : 27 November 2017

4. Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk

meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggung jawabnya.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOTA PERUSAHAAN
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Berikut ini daftar program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti

anggota Direksiselama tahun zor8, yaitu :

Tabel 2.4. Pendidikan dan Pelatihan yang Diikuti Anggota Direksi tahun zor8

Suydnto,

s.H.

Pelatihan :

Penyegaran Sertifikasi Direktur

Yayasan

Perbarindo

Sejahtera

Hotel Grasia, 75-27 Jandan

Semarang 6-8 Feb 201"8

Pelatihan :

"Membangun Karakter dan

Meningkatkan Motivasi"

BPR Nusamba

Pecangaan

Masterpark. 10 Feb 2018

Purwodadi

Motivasi Pemegang Saham :

"Membangun 0rganisasi

Pembelajar untuk Mencapai

Sukses Mulia"

BPR Nusamba Wil.
jateng-DIY

Grand Wahid, 25 Feb 2018

Salatiga

Sosialisasi :

Kredit Anuitas

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba 5 Mar 2018

Pecangaan

Sosialisasi :

Peraturan Perusahaan 201-8

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba B Mar 2018

Pecangaa n

Pelatihan :

Pemantapan Layanan SATU

Telkom Sigma

BPR Nusamba Wil. Hotel Aston 10-11 Mar
Jateng-DlY lnn, Semarang 2018

Sosialisasi :

PPH 21 - Tata Cara Pengisian f-
JilinsWPoP

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba 13 Mar 2018

Pecangaan

Sosialisasi :

APU & PPT

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba 20 Mar 2018

Pecangaan

Edukasi Perpajakan :

"Akses Informasi Keuangan

Untuk Kepentingan Perpajakan"

DJP Kanwil lawa

Tengah I

Gedung

Keuangan

Negara ll,

Semarang

BPR Nusamba

Pecangaan

23 Mar 2018

Sosialisasi :

Ketentuan lnternal 2018

BPR Nusamba

Pecangaan

6 Apr 2018

Pelatihan :

Prosedur Eksekusi jaminan, Hak

Tanggungan & PPAP

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba 16 Apr 2018

Pecangaan

Pelatihan : BPR Nusamba Wil.
Pemahaman Asuransi Jateng-DlY

Perbankan dan Sosialisasi

Fermen Agraria dan Tata Ruang

/BPN Nomor 2LTahun2A17

Aston lnn

Hotel,

Semarang

21 Apr 2018

Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus

BPR Nusamba

Pecangaan

BPR Nusamba 2 Mei 20L8

Pecangaan

Sosialisasi :

Produk (nowledge Kredit

Harmoni Plus

BPR Nusamba Wil. Hotel Laras

Jateng-DlY Asri, Salatiga

10 Mei 2018

Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus

BPR Nusamba

Peca ngaa n

BPR Nusamba 5 Juni 2018

Pecangaan
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Fomily Gothering : BPR Nusamba Restaurant 24Juni 2018
"Pentingya Peranan Keluarga Pecangaan Maribu Jepara

Dalam Meningkatkan Kinerja

Karyawan Untuk Mencapai

Sukses Mulia Pribadi dan

Perusahaan"

Seminar Revitalisasi Bisnis BPR : The Finance Redtop Hotel, 29Juni 2018

"Membangun Ekosistem Baru iakarta

Antara Bank Umum, BPR dan

Fintech"

Sosialisasi : BPR Nusamba BPR Nusamba 8 Ags 2018

Tabungan Simpel Ayah Pecangaan Pecangaan

Seminar Nasional & BPRAword lnfobank dan Hotel Royal 15 ABs 2018

2018 : Perbarindo Ambarukmo,

"Menggenjot Bisnis BPR di Jogyakarta

Tengah Himpitan KUR,

Digitalisasi dan Gempuran

Fintech"

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. Hotel Laras 20 Ags 2018

Gelar Kredit Lancar {GKL) Jateng-DlY Asri Resort,

Salatiga

Pelatihan : BPR Nusamba The Sunan 25-26 Ags 2018

lmplementasi Gugatan Group Hotel, Solo

Sederhana untuk BPR dan BPRS

Sosialisasi :

Gugatan Sederhana

BPR Nusamba BPR Nusamba 3 Sep 2018

Pecangaan Pecangaan

Forum Group Discussion: BPR Nueamba Wil. Sekuro Village 8-9 Sep 2018

RPOJK & RSEO.JK serta Jateng-DlY Beach Resort,

Ketentuan BPRTerkini Jepara

Sosialisasi :

Gugatan Sederhana

BPR Nusamba BPR Nusamba 18 Sep 201"8

Pecangaan Pecangaan

Sosialisasi :

APU & PPT

BPR Nusamba BPR Nusamba 3 Okt 2018

Pecangaan Pecangaan

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. BPR f,,lusamba 14-15 Okt 2018

Produk Bersama Kredit Jateng-DlY Banguntapan

Harmoni Plus

Seminar Nasional 20L8: Perbarindo Pusat The Sunan 22-24Oktz}ta
Peran BPR-BPRS Sebagai Mitra

UMKM dalam memperluas

,Akses Layanan Perbankan bagi

Masyarakat lndonesia

Hotel, Solo

Sosialisasi :

Produk Kredit

BPR Nusamba BPR Nusamba 1 Nop 201.8

Pecangaan Pecangaan

Pelatihan : BPR Nusamba Hotel Griya 3-4 Nop 2018

Pemantapan Sinergi dalam Pecangaan Persada

Penetapan Target dan Strategi Bandungan,

RBB 2019 Semarang

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. Hotel Aston 10 Nop 201.8

Administrasi & CS Jateng-DlY lnn, Semarang

Sosialisasi :

SOP Pelayanan

BPR Nusamba BPR ltJusamba 19 Nop 2018

Pecangaan Pecangaan
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Seminar : Perbarindo Jateng Hotel Grand 21-22 Nop

Peran BPR-BPRS Sebagai UMKM Artos, 2018

dalam Memperluas Akses Magelang

Layanan Perbankan

Seminar dan Rakernas XXIX tsPR Nusamba The Sunan 24-27 Nop

Group Hotel, Solo 2018

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. MG Setos 8 Des 2018

Peran Serta Fungsi Teller & CS lateng-DlY Hotel,

dalam Service Excellent Semarang

Muhomot Pelatihan : BPR Nusamba The Sunan 15-16 Jan 2018

Yuhdi, S"E" Penerapan Fungsi Kepatuhan Group Hotel, Solo

Pelatihan : BPR Nusamba Masterpark, 10 Feb 20L8

"Membangun Karakter dan Pecangaan Purwodadi

Meningkatkan Motivasi"

Motivasi Pemegang Saham : BPR Nusamba Wil. Grand Wahid, 26 Feb 20L8

"Membangun Organisasi Jateng-DlY Salatiga

Pembelajar untuk Mencapai

Sukses Mulia"

Sosialisasi :

Kredit Anuitas

BPR Nusamba BPR Nusamba 5 Mar 2018

Pecangaan Pecangaan

Sosialisasi : BPR Nusamba BPR Nusamba 8 Mar 201"8

Peraturan Perusahaan 2018 Pecangaan Pecangaan

Pelatihan : BPR Nusamba Wil. Hotel Aston 10-11 Mar

Pemantapan Layanan SATU Jateng-DlY lnn, Semarang 20L8

Telkom Sigma

Sosialisasi : BPR Nusamba BPR Nusamba l-3 Mar 201,8

PPH 21 - Tata Cara Pengisian Pecangaan Pecangaan

Efilnsr WPOP

BPR Nusamba BPR Nusamba 20 Mar 2018

Pecangaan Pecangaan

Workshop : OJK Wilayah Ballroom 21 Mar 2018

Peningkatan Kompetensi Jateng-DlY Crown Plaza,

Komisaris dan Direksi BPR Semarang

Wilayah Semarang

Sosialisasi : BPR Nusamba BPR Nusamba 6.Apr 2018

Ketentuan lnternal 2018 Pecangaan Pecangaan

Pelatihan : BPR Nusamba BPR Nusarnba 16 Apr 2018

Prosedur Eksekusi Jaminan, Hak Pecangaan Pecangaan

Tanggungan & PPAP

Pelatihan : BPR Nusamba Wil. Aston lnn 21 Apr 2018

Pemahaman Asuransi Jateng-DlY Hotel.

Perbankan dan Sosialisasi Semarang

Permen Agraria dan Tata Ruang

/ BPN Nomor 22Tahun 2077

Sosialisasi :

APU & PPT

BPR Nusamba BPR Nusamba 2 Mei 2018

Pecangaan Pecangaan

Sosialisasi : BPR Nusamba Wil. Hotel Laras 1"0 Mei 2018

Produk Knowledge Kredit Jateng-DlY Asri, Salatiga

Harmoni Plus

Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus
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Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus

BPR Nusamba BPR Nusamba 5Juni 2018

Pecangaan Pecangaan

Family Gathering : BPR Nusamba Restaurant 24Juni 2018

"Pentingya Peranan Keluarga Pecangaan Maribu Jepara

Dalam Meningkatkan Kinerja

Karyawan Untuk Mencapai

Sukses Mulia Pribadi dan

Perusahaan"

Sosialisasi : BPR Nusamba BPR Nusamba 8 Ags 2018

Tabungan Simpel Ayah Pecangaan Pecangaan

Farum Group Discussian: BPR Nusamba Wil. Hotel Grand 13 Ags 2018

Pemasaran Via Medsos Jateng-DlY Wahid,

Salatiga

Sosia{isasi :

Gugatan Sederhana

BPR Nusamba BPR Nusamba 3 Sep 2018

Pecangaan Pecangaan

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. Sekuro Village B-9 Sep 2018

RPOJK & RSEOJK serta Jateng-DlY Beach Resort,

Ketentuan BPRTerkini Jepara

Sosialisasi :

Gugatan Sederhana

BPR Nusamba BPR Nusamba 18 Sep 2018

Pecangaan Pecangaan

Sosialisasi :

APIJ & PPT

BPR Nusamba BPR Nusamba 3 Okt 2018

Pecangaan Pecangaan

Seminar Nasional 2018 : DPP Perbarindo The Sunan 22-24 Okt 2018

"Peran BPR-BPRS Sebagai Mitra Hotel, Solo

UMKM dalam memperluas

Akses Layanan Perbankan bagi

Masyarakat lndonesia"

Evaluasi Kinerja BPR/BPRS di OjK Wilayah Kantor OJK 24 Okt 2018

Iawa Tengah 2018 da Sosialisasi Jateng^DlY Regional 3

Ketentuan Jateng DIY

Sosialisasi :

Produk Kredit

BPR Nusamba BPR Nusamba 1 Nop 2018

Pecangaan Pecangaan

Pelatihan : BPR Nusamba Hotel Griya 3-4 Nop 2018

Pemantapan Sinergi dalam Pecangaan Persada

Penetapan Target dan Strategi Bandungan,

RBB 2019 Semarang

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. Hotel Aston 10 Nop 2018

Administrasi & CS Jateng-DlY lnn, Semarang

Sosialisasi :

SOP Pelayanan

BPR Nusamba BPR Nusamba 19 Nop 2018

Pecangaan Pecangaan

Seminar : Perbarindo jateng Hotel Grand 21-22 Nop

Peran BPR-BPRS Sebagai UMKM Artos, 2018

dalam Memperluas Akses Magelang

Layanan Perbankan

Seminar dan Rakernas XXIX BPR Nusarnba The Sunan 24-27 Nop

Group Hotel, Solo 2018

Forum Group Discussion: BPR Nusamba Wil. MG Setos 8 Des 2018

Peran Serta Fungsi Teller & CS Jateng-DlY Hotel,

dalam Service Excellent Semarang
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5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham suatu perusahaan, baik di BPR

Nusamba Pecangaan, maupun pada perusahaan lainnya.

Suyanto, S.H. Direktur Utama

Tabel 2.5. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Muhamat Yuhdi,5.E. Direktur

Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai

dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali(PSP).

Suyanto, S.H.

Nihil

6.

Tabel 2.6. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi

ffiffiffiffiffiffiffiffi

7.

Muhamat Yuhdi,5.E.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagiAnggota Direksi

Total remunerasiAnggota Direksi selama tahun zotS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Remunerasi Anggota Direksi

Jumlah Keseluruhan gaji

Tunjangan 244.44

Tantiem 52.50

Kompensasi berbasis saham

Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan

berdasarkan RUP5 dengan memperhatikan tugas,

wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing

ISPORAN PENERAP,AN TATA KELOI* PERUSAHAAN 1B
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anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara
lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

218.94

Tabel 2.8. Skala Remunerasi Anggota Direksi

Diatas frp L00a,000,000

Rp 50o,o0A,A00 s/d Rp 1,000,000,AA0

Diatas Rp LA0,0AA,A00 s/d Rp 500,AA0,000

Dibawah Rp rcO,AA0,000

TOTAL

*) yang diterima secara tutlsi

8. Komite di Tingkat Direksi

Dalam menialankan tugasnya, Direksi dibantu oleh Komite yang bertugas

untuk memberikan saran dan rekomendasi yang berhubungan dengan

kebijakan-kebijakan dan arahan-arahan Direksi. Komite tersebut adalah

Komite Kredit.

Komite Kredit merupakan komite yang membantu Direktur Utama dalam

mengevaluasi danlatau memutuskan permohonan kredit sesuai dengan

jumlah dan jenis kredit yang ditetapkan oleh Direksi.

a) Tugas, wewenang dan tanggung iawab Komite Kredit dari perangkat

perkreditan paling kurang meliputi :

- Memberikan rekomendasi atas persetuiuan atau penolakan kredit

sesuai dengan batas wewenan$jenis kredit antara lain dengan

mempertimbangkan hasil analisa kredit dan aspek likuiditas;

- Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan dan prosedur kredit

yang telah ditetapkan;

- Melaksanakan tugas terutama dalam kaitannya dengan pemberian

persetuiuan kredit secara professional, jujur, obyektif, cermat,

seksama dan independen tanpa dapat dipengaruhi pihak-pihak

manapun;

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA FERUSAHAAN
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atau penolakan kepadaMemberikan rekomendasi, persetujuan

Direktur Utama beserta pertimbanganya.

b) Keanggotaan Komite Kredit:

- Ketua

- Anggota Komite

- Anggota Komite

- Anggota Komite

- Anggota Komite

Direktur Utama

KKPO I Kepala Cabang

Kepala Bidang Kredit

Kepala Bidang Pemasaran

AccountOfficer

g. Peningkatan Kompentensi Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan

perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau

ienjang organisasi, Direksi membudayakan pembelajaran secara

berkelanjutan kepada pegawai Bank dalam pendidikan lpelatihan dalam

rangka pengembangan kualitas individu, baik yang diselenggarakan oleh

internal Bank, BPR Nusamba Group maupun pihak eksternal.

Pada tahun zot8, telah terealisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

serta Forum Croup Discussion (FCD) untuk meningkatkan kompetensi SDM

diberbagai bidang, yaitu :

Tabel 2.9. Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi SDM tahun zorg

5 Jan 2018 Training :

Motivasi AwalTahun
lntern Bank

15-16 Jan 2018 Pelatihan :

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Nusamba Group

25-27 )an dan

6-8 Feb 2018

Penyegaran Sertifikasi Direktur Yayasan Perbarindo

Sejahtera

10 Feb 2018 Pelatihan :

"Membangun Karakter dan Meningkatkan Motivasi"

lntern Bank

20 Feb 2018 Pelatihan :

Kemampuan Dasar Tenaga Keamanan

Polsek

Kalinyamatan

LAPORAN PENERAPAN TATA KEIOI.A PERUSAHAAN
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22teb2018 Edukasi Perpajakan KPP Pratama

26 Feb 2018 Motivasi Pemegang Saham : BPR Nusamba Wil.

"Membangun KompetensiOrganisasi Pembelajaruntuk Jateng-DlY

Mencapai Sukses Mulia"

5 Mar 2018 Sosialisasi :

Kredit Anuitas

lntern Bank

B Mar 2018 Sosialisasi : lntern Bank

Peraturan Perusahaan 2018

10-11 Mar 2018 Pelatihan :

Pemantapan Layanan SATU Telkom Sigma

BPR Nusamba Wil-

Jateng-DlY

10 Mar 2018 Seminar : Yayasan Perbarindo

Gugatan Sederhana dalam Hubungannya untuk Sejahtera

Penyelesaian Kredit Macet di Perbankan

13 Mar 2018 Sosialisasi : lntern Bank

PPH 21 -Tatacara Pengisian e-FillingWPAP

20 Mar 2018 Sosialisasi :

APU & PPT

lntern Bank

21 Mar 2018 Workshop Peningkatan Kompetensi Komisaris dan Direksi OJK Semarang

BPR Wil. Semarang

23 Mar 2018 Edukasi Perpajakan DJP Kanwil lawa

"Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Tengah I

Perpajakan "

6 Apr 2018 Sosialisasi :

Ketentuan lnternal 2018

lntern Bank

9-10 Apr 2018 Training :

Digital Marketing

BPR Nusamba

Group

13 Apr 2018 ln House Training Service Exellent & Beauty Class Intern Bank

16 Apr 2018 Pelatihan : lntern Bank

Prosedur Eksekusi Jaminan, Hak Tanggungan & PPAP

17 Apr 2018 Pelatihan : OJK Semarang

Peningkatan Kompetensi.Account Officer dalam

Penyaluran Kredit atau Pembiayaan

19 Apr 2018 Pelatihan : Perbarindo

Building Quality Service Exellent

21 Apr 2O1B Pelatihan : MHIB

Pemahaman Asuransi Perbankan dan Sosialisasi Permen

Agraria dan Tata Ruang/ BPN Nomor 22 Tahun 2017

2 Mei 2018 Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus

lntern Bank

3 Mar - 29 Apr Sertifikasi Direktur Tk.1

2018

Yayasan Perbarindo

Sejahtera

10 Mei 2018 Sosialisasi :

Produk Knowlage Kredit Harrnoni Plus

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

14 Mei 2018 Sosialisasi : OJK Semarang

Ketentuan Manajemen Risisko & Kepatuhan

14-15 Mei 201-8 Pelatihan : PT SMH

Perencanaan Perpajakan dan Akses Keuangan Nasabah

Untuk lnformasi Perpajakan
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5 Jun 2018 Sosialisasi :

Kredit Harmoni Plus

lntern Bank

24 Jun 2018 Family Gathering : lntern Bank

"Pentingnya Peranan Keluarga dalam Meningkatkan

Motivasi Kinerja Karyawan Untuk Mencapai Sukses Mulia

Diri Pribadi dan Perusahaan"

29 Jun 2018 Seminar Revitalisasi Bisnis BPR : The Finance

"Membangun Ekosistem Baru Antara Bank Umum, BPR

dan Fintech"

22iul 2018 Pelatihan:

Pelaporan RBB BPR

Perbarindo

24iul 2018 Sosialisasi : BPJS Jepara

Program BPiS Ketenagakerjaan

I Agust 2018 Sosialisasi Tabungan Simpel Ayah lntern Bank

13 Agust 2018 Forum 6roup Discussion:

Pemasaran Via Medsos

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

9-10 Agust 2018 Pelatihan : Perbarindo

Bosic Credit M ona gem ent

20 Agust 2018 Forum Group Discussian '.

Gelar Kredit Lancar {GKL)

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

15 Agust 2018 Seminar Nasional & BPRAwsrd 2018 : lnfobank dan

"Menggenjot Bisnis BPR diTengah Himpitan KUR, Perbarindo

Digitalisasi dan Gempuran Fintech"

25-26 Agust 2018 Pelatihan : PT SMH

lmplementasi Gugatan Sederhana untuk BPR dan BPRS

3 Sep 2018 Sosialisasi Gugatan Sederhana lntern Bank

5 sep 2018 Sosialisasi ; UPPD Kab jepara

Peningkatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

8-9 Sep 203.8 FGD RPOJK & RSEO.JK serta Ketentuan BPR Terkini BPR Nusamba Wil

Jateng DIY

18 Sep 2018 Sosialisasi : Gugatan Sederhana lntern Bank

3 Okt 2018 Sosialisasi :

APU & PPT

lntern Bank

L6 Okt 2018 Evaluasi Pelaporan Sistem Layanan lnformasi Keuangan OJK Semarang

(sLrK)

17 Okt 2018 Sosialisasi : OJK Semarang

Struktur Data Aplikasi Laporan Bulanan BPR

14-15 Okt 2018 Forum Group Discussion:

Produk Bersama Kredit Harmoni Plus

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

22-?4 Olft 2018 Seminar Nasional 2018 : DPP Perbarindo

"Peran BPR-BPRS sebagai Mitra UMKM dalam

Memperluas Akses Layanan Perbankan bagi Masyarakat

lndonesia"

24 Okt 2018 Evaluasi Kinerja BPR/BPRS di Jawa Tengah Tahun 201-8 OJK Semarang

dan Sosialisasi Ketentuan

1 Nov 2018 Sosialisasi :

Modifikasi Produk KHP

lntern Bank

3-4 Nov 2018 Pelatihan : lntern Bank

"Pemantapan Sinergi dalam Penetapan Target dan
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Strategi RBB 2019"

10 Nov 2018 Forum Graup Discussion

Administrasi & CS

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

17 Nov 2018 Pelatihan :

Rencana Bisnis Bank

Perbarindo Komda

Pati

17 Nov 2O18 Forum Group Drscussion :

Sekper dan SDM&Urnum

BPR Nusamba Wil.

Jateng-DlY

19 Nov 2018 Sosialisasi :

SOP Pelayanan

lntern Bank

27 Nov 2018 OJK Semarang

POJK Nomor B/PAJK.O2/2A18 tentang lnovasi Keuangan

Dieital di SektorJasa Keuangan

21-22 Nov 2018 Seminar :

Peran BPR-BPRS sebagai UMKM dalam Memperluas Akses

Layanan Perbankan

DPP Perbarindo

24-27 Nov 2018 Seminar dan Rakernasa XXIX Nusamba Group

I Des 2018 Forum Group Discusion : BPR Nusamba Wil.

Peran Serta Fungsi Teller dan CS dalam Service Excellent Jateng-DIY

18 Des 2018 Sosialisasi dan Evaluasi :

Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan Berkala BPR dan

BPRS

Bank Indonesia

to,Pelaksanaan Rapat Direksi

Direksi mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang r (satu) kali

dalam setiap bulan. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap

waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau

atas permintaan tertulis dariseorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mengenai minimum kehadiran

dalam rapat dan jumlah minimum rapat yang diselenggarakan. Keputusan

dalam setiap Rapat Direksi, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan

musyawarah mufakat. Seluruh keputusan rapat telah dituangkan dalam

notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

tt. Tindak lanjut Direksiatas Rekomendasi Dewan Komisaris

Direksi telah menialankan tugas dengan baik, secara umum telah

menindaklaniuti rekomendasi Dewan Komisaris, sebagai berikut :
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- Pembuatan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan memaparkan dalam forum

Rapat Umum Pemegang Saham sehingga RBB ini bisa dilakukan

pengawasan oleh Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;

- Menjalankan usaha bank dengan prinsip kehati-hatian;

- Melaksanakan kegiatan usaha secara sehat dengan senantiasa

berpedoman pada kebijakan dan prosedur;

- Melakukan pencatatan dan penyajian laporan sesuai dengan standar

akuntansi yang berlaku pada BPR;

- Direksitelah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus

menerus untuk menyikapi perkembangan dan kebutuhan nasabah yang

terus berkembang;

- Menunjuk dan mengangkat salah satu Direksiyang membawahkan fungsi

kepatuhan dan manajemen risiko;

- Direksi telah menunjuk Peiabat Eksekutif yang menangani fungsi

kepatuhan, manajemen risiko dan anti pencucian uang dan pencegahan

pendanaan terorisme;

- Sudah memberlakukan struktur organisasi yang sesuai dengan

kebutuhan perusahaan dan prinsip-prinsip 6ood Corporate Covernance

dan Manajemen Risiko;

- Menerapkan zero tolerance terhadap fraud;

- Membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dengan

mengikutsertakan program pendidikan dan pelatihan kepada seluruh

jenjang organisasi, baik yang diselenggarakan oleh intern BPR, BPR

Nusamba Croup maupun oleh pihak eksternal;

- Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris telah

disediakan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris secara lengkap;

- Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SKAI, Audit

Eksternal, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas

lain;

- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada

Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan.
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B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung

iawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat

kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank secara konsisten melaksanakan

tata kelola yang baik pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dalam melakukan tugas pengawasan tersebut, maka Dewan Komisaris:

- Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung iawab sesuai

dengan prinsip-prinsip Cood Corporate Governance atau tata kelola yang

baik;

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas terselenggaranya

pelaksanaan 6ood Corporate Covernance atau tata kelola yang baik dalam

setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi

dimana paling kurang harus diwujudkan dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung iawab Dewan Komisaris;

c. Benturan kepentingan;

d. Penetapan fungsi kepatuhan, Audit lntern, Audit Ekstern;

e. Penerapan fungsi Manajemen Risiko termasuk pengendalian intern;

f. Batas Maksimum Pemberian Kredit;

g. Rencana Bisnis;

h. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan

tugas dan tanggung iawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada

Direksi;

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib memantau dan

me ngevaluasi pelaksanaan kebijaka n strategis Ba nk;

Dalam melakukan pengawasan Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam

pengambilan keputusan kegiatan operasioanl BanlE kecuali pengambilan

keputusan untuk pemberian kredit kepada Direksi sepanjang kewenangan

Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau

dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN
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- Dewan Komisaris waiib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti

temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan, Auditor Intern, Dewan Komisaris dan/atau Auditor Ekstern;

- Dewan Komisaris wajib memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas

Jasa Keuangan atas:

a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan

Perbankan;

b. Suatu kondisi yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

- Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang harus

di evaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala.

Berkenaan dengan modal inti Bank yang belum mencapai Rp. 5o.ooo.ooo,oo

(lima puluh milyar rupiah), Bank belum membentuk Komite Audit, Komite

Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam rangka

mendukung dan membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

,. Struktur, Komposisi dan lndependensi Dewan Komisaris

Susunan anggota Dewan Komisaris Bank per 31 Desember 2018

berdasarkan risalah RUPS PT. BPR frlusamba Pecangaan yang dinotariilkan

dengan Akta No.ro pada tanggal zo Juli zor6, dihadapan Notaris Ny. Diumini

Setyoadi, SH, Mkn notaris diJakarta, sebagai berikut:

Tabel z.to. Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama Dwi Yono, S.E., M.M.

Komisaris Sugiarto, S.E.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah mendapat persetujuan otoritas

Jasa Keuangan dan telah diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS).

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank adalah z (dua) orang, terdiri dari r

(satu) Komisaris Utama dan r (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan

Komisaris Bank tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank.

TAPORAN PENERAPAN TATA KELOTA PERUSAHAAN
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Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan,

hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, danlatau

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi,

dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota

Direksi atau Pejabat Eksekutif, tetapi memiliki rangkap jabatan sebagai

anggota Dewan Komisaris di BPR dan/atau BPRS lain yang masih dalam satu

6roup, namun dengan jumlah yang tidak melampaui batas ketentuan yang

telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jabatan rangkap Dewan

Komisaris diluar BPR Nusamba Pecangaan dapat dilihat pada tabel dibawah

ini:

Dwi Yono, S.E., M.M. - BPR Nusamba Adiwerna

- BPR Nusamba Cepiring

Komisaris Utama

Komisaris Utama

Tabel z.tr. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Sugiarto, S.E. - BPR Nusamba Ampel

- BPRS Mitra Harmoni Semarang

Komisaris Utama

Komisaris Utama

Dengan demikian seluruh anggota Dewan Komisaris telah memenuhi

kriteria, iumlah, komposisi, independensi dan kompetensi serta persyaratan

menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

b. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah z (dua) orang dan

paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu

diantaranya menjabat sebagai Komisaris Utama;

c. Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di lndonesia,

dan paling sedikit r (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus

bertempat tinggal di provinsiyang sama atau di kotaikabupaten pada

provinsi lain yang berbatasan Iangsung dengan provinsi Iokasi Kantor

Pusat Bank;
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d. Anggota Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan dibidang

perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; danlatau

harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan/atau lembaga

jasa keuangan non perbankan;

e, Anggota Dewan Komisaris wajib memiliki sertifikat kelulusan yang

masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi Profesi;

f. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat rnerangkap jabatan sebagai

Komisaris paling banyak pada z (dua) BPR lain atau BPRS;

g. Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai

anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, danfatau

Bank Umum;

h. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan

keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesame

anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi;

i. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas;

j. Memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang

memadai;

k. Telah lulus Fit ond Proper Test dan telah memperoleh Surat

Persetuiuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah

memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris yang mencakup

etika kerja, waktu kerja dan peraturan rapat.

l. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Tabel di bawah ini menjelaskan mengenai masa jabatan dari masing-masing

anggota Dewan Komisaris Bank:
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Tabel z.tz. Masa Jabatan Dewan Komisaris

Dwi Yono,

S.E., M.M.

Komisaris

Utama

3 Tahun 24 Maret

2019

Akta RUPS No.21

Tgl. 1"5 Maret

2016

No: S-

26/KR.0372/2016

Tgl. 11 Aprii 201-6

Sugiarto,

s.E.

Komisaris 3 Tahun TJuni 2019 Akta RUPS No"39

Tgl. 9 Juni 2016

No :S-

1"0uKR.0312/2015

Tgl. 7 Sept 2016

3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris

Sampai dengan tahun 2018, anggota Dewan Komisaris Bank telah lulus

program Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris yang diadakan oleh Lembaga

Sertifikasi Professi(LSP) Lembaga Keuangan Mikro Cerlif, dengan perincian

sebagai berikut:

Dwi Yono. S.E.. M.M. Komisaris Utama Nomor:65100 1210 62517 2016

tanggal L9 Desember 20L6

Tabel 2.r3. Sertifikasi Profesi Dewan Komisaris

4.

Sugiarto, S.E. Komisaris Nomor: 65100 1211 6 2111 2016

tanggal L3 Desember 2016

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham suatu perusahaan,

baik di BPR Nusamba Pecangaan, BPR lain, maupun perusahaan lainnya.

l(omisaris
Dwi Yono. S.E.. M.M.

Utama

Tabelz.t4. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sugiarto, S.E.
Komisaris Nihil Nihil

5. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga

sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama
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anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pemegang Saham

Pengendali (PSP).

Tabel 2.r5. Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris

6.

Sugiarto,

S.E.

Kebiijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris

Total remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2018 dapat dilihat pada

tabeldibawah ini:

Tabel 2.t6. Remunerasi Dewan Komisaris

lumlah Keseluruhan gaji 198.00

Tunjangan 108.00

Tantiem 22.50

Kompensasi berbasis saham

Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan

berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas,

wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing

anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang antara

lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan

Tabel 2.t7. Skala Remunerasi Dewan Komisaris

Diatas Rp 7,000,400,000
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Diatas Rp L00,000,000 s/d Rp s00,00o,000

Dibawah Rp L00,000,000

7.

TOTAL

*) Yang diterima secara tunai

Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang berlaku,

pelaksanaan rapat Dewan Komisaris sudah diselenggarakan secara berkala

dan disesuaikan dengan kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris waiib

diselenggarakan paling kurang t (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

sebagaimana ketentuan dalam pasal j5 POJK Nomor 4/POJK.o3lzot5

tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dari sisi

efektifitas Rapat Dewan Komisaris, maka pelaksanaan rapat sudah

diselenggarakan secara berkala dan disesuaikan dengan kebutuhan. Selain

itu, Dewan Komisaris juga secara berkala mengundang Direksi dan seluruh

pejabat untuk melaksanakan rapat koordinasi untuk membicarakan kinerja

dan perkembangan bank secara umum. Selama periode tahun zot8, telah

dilakukan rapat koordinasi Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan

Komisaris dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan

Direksi dan seluruh peiabat.

Dwi Yono, S.E.,

M.M.
tao%

Tabel 2.t8. Rapat Dewan Komisaris

Sugiarto, 5.E.,

M.M.
12L2 12 $a%

TOTAL RAPAT LOO%

Topik I materi rapat Dewan Komisaris, rapat koordinasi Dewan Komisaris

dengan Direksi serta rapat koordinasi Dewan Komisaris dengan Direksi dan

seluruh Peiabat adalah evaluasi kinerja, rencana kerja & pengembangan,

t2t2LAO%L2
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tindak lanjut temuan hasil audit, isu-isu strategis/penetapan kebijakan

strategis.

Keputusan dalam setiap rapat dilakukan berdasarkan musyawarah dan

mufakat.

Hasil rapat dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan

baik.

8. Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris selama tahun zot8 telah melakukan pengawasan-

pengawasan, antara lain :

- Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, berupa penilaian aspek kuantitatif

dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan

kepatuhan terhadap ketentuan;

- Penilaian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kineria Bank,

seperti kinerja ke u a n gan khusu snya terkait faktor perm odala n (capital),

rentabilitas (earnings), kualitas asset, manajemen, dan sensitivitas

terhadap risiko pasar;

- Perbaikan atas temuan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan;

- Kecukupan permodalan Bank;

- Kualitas Aktiva Produktif (rcaP);

- Likuiditas Bank;

- Tingkat kesehatan dan profilrisiko Bank;

- Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

(sonn);

- Mengawasi tindak lanjut hasil temuan Audit lntern, kualitas dan

pengembangan Operasional, khususnya kecukupan dan keefektifan

Sistem Pengendalian I ntern;

- Penerapan CCC dan Manajemen Risiko serta kepatuhan Bank terhadap

peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan

lainnya;

- Penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme.
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C.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya, Dewan

Komisaris setiap bulan menyampaikan evaluasi tertulis atas realisasi

rencana bisnis Bank dan laporan bulanan pengawasan Dewan Komisaris

terhadap pelaksanaan rencana bisnis Bank kepada Pemegang Saham.

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai rencana bisnis bank telah

disarnpaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam

laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

- Pengawasan terhadap rencana bisnis bank dan kineria bank;

- Pengawasan terhadap perkembangan bank;

- Pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank;

- Pengawasan terhadap permasalahan-permasalahan yang dapat

mengganggu kelancaran operasional bank, serta upaya-upaya yang

telah dan yang akan dilakukan;

- Pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan dan ketentuan-ketentuan

lainnya"

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Mengingat modal inti Bank belum mencapai Rp. So.ooo.ooo.ooo,oo (delapan

puluh miliar rupiah), dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung

iawabnya, Dewan Komisaris memutuskan untuk belum perlu membentuk

Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi dan

Nominasi. Dengan demikian, informasi mengenai struktur, keanggotaan,

keahlian dan independensi anggota Komite, serta program kerja Komite dan

realisasinya tidak disajikan dalam laporan ini.

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan {conftict af interest) adalah perbedaan antara

kepentingan ekonomis Bank dengan kepentingan ekonomis pribadi pihak-pihak

terafiliasi (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi) yang dapat merugikan

Bank. Setiap bentuk benturan kepentingan akan berpengaruh secara langsung

terhadap pelaksanaan kebijakan maupun penerapan tata kelola yang baik

D.
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secara keseluruhan. Untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan

kepentingan tersebut, maka Bank perlu mengatur lebih lanjut batasan-batasan

tertentu yang berhubungan dengan benturan kepentingan tersebut sebagai

berikut:

t. Jika terjadi benturan kepentingan antara Bank dengan pihak-pihak

terafiliasi, maka Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif lainnya

dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi

keuntungan Bank serta wajib mengungkapkan benturan kepentingan

dimaksud dalam setiap keputusan;

z. Pengungkapan benturan kepentingan tersebut di atas harus dituangkan

dalam risalah rapat dengan mencatat nama pihak-pihak yang memiliki

benturan kepentingan serta dasar pertimbangan pengambilan keputusan;

3. Cuna menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan

Bank atau mengurangi keuntungan Bank, maka Bank harus memiliki dan

menerapkan kebiiakan intern mengenai :

a) Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap

pengurus dan pegawai antara lain tata cara pengambilan keputusan;

b) Pengaturan lebih lanjut tentang prosedur pengambilan keputusan

c) sebagaimana tertuang dalam Standard aperotion & Procedure (SOP)

maupun melalui pengaturan kewenangan memutusl

d) Pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan harus

ditatausahakan atau dicatat dalam risalah rapat dan didokumentasikan

dengan baik.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Pejabat Eksekutif harus sedapat

mungkin menghindari terjadi benturan kepentingan dengan pihak terafiliasi

lainnya dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan kerugian bagi

Bank"

Pedoman Benturan Kepentingan yang mengatur tentang Kebijakan intern,

sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan telah

diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor otZ/PCA/SK-

U M U M/Dl R lXllzotl tanggal z7 Desember :or 6.
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selama tahun zor8, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan

kepentingan di dalam kegiatan usaha Bank, dengan demikian tidak ada kerugian

atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

PENERAPAN FUF,ICSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

1. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap

ketentuan dan hukum yang berlaku, standar-standar etika dan prinsip-

prinsip penerapan tata kelola.

Tujuan dari upaya-upaya tersebut adalah agar masing-masing unit keria

dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat

meningkatkan kinerja dan reputasi Bank.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa

Keuangan dan peraturan perundang-undangan Iainnya, Bank telah

melakukan pernenuhan struktur organisasi untuk penerapan fungsi

kepatuhan termasuk menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur

yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Penunjukan Direktur yang mernbawahkan fungsi kepatuhan telah

memenuhi kriteria independensi dan kriteria lainnya sesuai dengan POJK

Nornor 4lPOJK.o3/zor5 pasal * ayat (z) tentang independensi dan

persyaratan minimum anggota Direksi yang membawahkan fungsi

kepatuhan, yaitu : tidak menangani penyaiuran dana; dan memahanri

peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan

lain yang berkaitan dengan perbankan.

Dalanr rangka membantu pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan

fungsi kepatuhan, Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani

Tabel 2.t9. Transaksi Benturan Kepentingan tahun zorS
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Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen terhadap

satuan kerja atau fungsi operasional BPR.

a) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung iawabnya, Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya

sebagai berikut:

- Terkoordinirnya semua aktivitas Bank khususnya Tata Kelola,

Kepatuhan dan Manaiemen Risiko secara optimal;

* Mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan danlatau

menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku;

- Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara

berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan

Komisaris;

- Menyampaikan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan mengenai

laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur yang

membawahkan fungsi kepatuhan dan laporan khusus mengenai

kebijakan danlatau keputusan Direksi yang menurut pendapat

Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menvimpang

dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan danlatau peraturan

perundang-undangan Iain yang berlaku.

Dalarn melaksanakan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi

kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

b) Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung iawabnya, Peiabat Eksekutif

Kepatuhan mempunyai kewajiban diantaranya sebagai berikut:

- Memantau dan meniaga kepatuhan Bank terhadap seluruh

perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas
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Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas

Jasa Keuangan antara lain Rencana Bisnis Bank (RBB) atau Business

Plan. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah

kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari

Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta

komitrnen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa

Keuangan;

Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya

kepatuhan Bank;

Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan

yang akan ditetapkan oleh Direksi;

Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan

untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank;

memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai

dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan

peru ndang-undangan yang berlaku;

Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas

iumlah tertentu;

Melakukan pengkaiian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau

Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi;

Meminimalkan risiko kepatuhan Bank;

Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan danlatau

keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi

kepatuhan.

c) Realisasi Keria Fungsi Kepatuhan Bank tahun zorS

- Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain

dengan melakukan regulation update terhadap peraturan baru

IAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 37



PT, BPR NUSAMBA PECANGAAN

yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh

regulator;

- Melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi dan fob

description dengan menyesuaikan POJK Tata Kelola dan

Manajemen Risiko serta penerapan fungsi literasi dan inklusi

keuangan;

- Pemberlakuan Pedoman Kerja dan Prosedur Kepatuhan

berdasarkan 5E OJK Nomor 6/SEOJK.o3!zo16 tanggal ro Maret zor6

tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan

Rakyat;

- Kaji ulang terhadap ketentuan-ketentuan intern yang berlaku

disesuaikan dengan regulasi dan kondisi terkini;

- Menindaklanjuti komitmen Bank terhadap OJK maupun Regulator

Iainya;

- Membuat, Melaporkan hasil pemantauan Kepatuhan, serta

memberikan masukan atas hasil penilaian dan evaluasi tingkat

kepatuhan Bank;

- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui

penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target;

- Melakukan sosialisasi/ pelatihan APU PPT secara Berkala;

- Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai kepada ppATK

sesuai persetuiuan Direksi;

- Menyusun laporan berkala penerapan program APU PpT yang

dilaporkan Kepada Direksi & Dewan Komisaris sebagai salah satu

bentuk & bukti pengawasan;

- Pengembangan atau peningkatan kompetensi yang dilakukan

melalui pelatihan, seminar atau workshop yang diselenggarakan

oleh regulator maupun pihak lainnya.

d) lndikator Kepatuhan Tahun zotS

Dari laporan keuangan dan data internal, indikator kepatuhan tahun

zotB menunjukan keadaan sebagai berikut:
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Adanya struktur organisasi dan job description masing-masing

pegawai/ karyawan secara jelas;

Komitmen realisasi rencana tindak manajemen risiko telah

terpenuhi;

Komitmen terhadap pemeriksaan OJK tahun zorS sudah ditindak

Ianiuti meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu

adanya perbaikan;

Hasil pemeriksaan internal oleh SKAI telah dijalankan dan ditindak

lanluti;

Permodalan Bank telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa

Keuangan sesuai dengan POJK Nomor 5/POJK.o3/zor5 tentang

Kewaiiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Perkreditan

Rakyat. Struktur permodalan yang memadai tercermin dari

tingginya Capital Adequancy Ratio (CAR) yang berada diatas

ketentuan minimum yaitu sebesar tz% (dua belas persen) dari

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sedangkan Rasio

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum I KPMM (Capital Adequacy

Ratio ICAR) Bank per Desember zorS adalah t8,78%

Sesuai PBt Nomor r3lz6lPBUzorr tentang Kualitas Aktiva produktif

dan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif BPR, Bank pada

tahun zorS telah membentuk penyisihan penghapusan asset

produktif sesuai dengan ketentuan. Rasio Pencadangan

Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap ppAp yang wajib

dibentuk adalah sebesar rco%;

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.

jz/SEOJK.o3lzatl tanggal zz Juni zorT Tentang Penerapan Program

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU

dan PPT) Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah sebagai aturan pelaksanaan atas POJK

No.tzlPOJK.otlzotT tanggal 16 Maret zor7, PT. BPR Nusamba

Pecangaan telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis, serta
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telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung iawab atas

penerapan program APU dan PPT tersebut.

- Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum

Pemberian Kredit (BM PK);

- Rasio NPl-gross sebesar 4,49% dan ltlPl-net sebesar 4,27%i

- Laporan keuangan konsolidasi Bank tahun zotS diaudit oleh Kantor

Akuntan Publik " Drs. Suprihadi & Rekan "l

- Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang

signifikan dalam hal kepatuhan.

Selama tahun 2o18, Bank dapat meniaga kepatuhan terhadap

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih

terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.

z, Audit lntern

Terpenuhinya secara baik kepentingan Bank dan Nasabah merupakan

bagian dari misi Audit lntern Bank. Hal ini perlu dikemukakan karena

sebagai badan usaha, didalam Bank terdapat berbagai macam kepentingan

dari pihak-pihak terkait, seperti pemilils manajemen, pegawai dan nasabah.

Walaupun terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak-pihak terkait

tersebut, namun pada hakekatnya kepentingan tersebut mempunyai tujuan

yang sama, yaitu tercapainya Bank yang sehat dan mampu berkembang

secara wajar.

Dalam kaitan ini, audit lntern Bank berfungsi untuk memastikan

terwujudnya Bank yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat

menunjang perekonomian nasional.

Agar misi tersebut dapat terlaksana dengan baik, diperlukan mekanisme

pengendalian umum. Selanjutnya, perlu dilakukan penataan dan penegasan

peranan Dewan Komisaris dalam hubungannya dengan fungsi Audit lntern

Bank.

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian intern yang tepat serta tata kelola

perusahaan yang baik, maka diperlukan suatu fungsi yang dapat melakukan

evaluasi terhadap hal-hal yang telah dilakukan oleh Bank. Divisi lnternal
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Audit yang melaksanakan fungsi Satuan Kerja Audit lntern (SKAI) sebagai

organisasiyang independen menjalankan kegiatan audit intern Bank.

Dalam menjalankan fungsinya, SKAI telah melakukan hal-hal sebagai

berikut:

- Melakukan audit secara independen;

- Melakukan penilaian terhadap kecukupan dan efektifitas Sistem

Pengendalian I ntern Bank;

- Melakukan pemantauan perkembangan tidak lanjut yang dilakukan

oleh audit.

a) tugas dan TanggungJawab Audit lntern;

Tugas SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit lntern adalah membantu

tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan

pengawasan operasional Bank yang mencakup perencanaan,

pelaksanaan, dan pemantauan hasil audit. Dalam melaksanakan hal ini,

SKAI atau PE Audit Intern membuat analisis dan penilaian di bidang

keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lainnya paling sedikit

dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen, serta

memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang

kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan Manajemen. Selain itu,

SKAI atau PE Audit lntern harus mampu mengidentifikasi segala

kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi

penggunaan sumber daya dan dana.

b) Ruang Lingkup Pekerjaan Satuan Kerja Audit lntern;

Ruang lingkup pekerjaan Audit Intern harus mencakup seluruh aspek

kegiatan Bank yang secara langsung ataupun tidak Iangsung

diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara

baik kepentingan Bank dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain

meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektivitas

sistem pengendalian intern dan kualitas pelaksanaannya, iuga

mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi Bank sehingga
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mampu rnenuniang analisis yang optimal dalam membantu proses

pengambilan keputusan oleh Manajernen.

c) Struktur Organisasi Satuan Kerja Audit tntern;

Didalam struktur organisasi fungsi Audit tntern, dalarn penerapannya

dapat disesuaikan dengan jumlah modal inti Ban( modal inti Bank

masih dibawah atau kurang dari Rp. 5o.ooo.ooo.ooo,oo (lima puluh

milyar rupiah) maka wajib menunjuk Pejabat Eksekutif (PE) Audit

Intern. Hal tersebut sesuai dengan POJK No. o4/POJK.oj/2o15 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 59 ayat (z) yang menyebutkan

"BPR yang memiliki modal inti kurang dari R.p. 5o.aoo.ooo"ooo,oo {lima

puluh miliar rupiah) walib menunluk t (satu) orang Pejabat Eksekutif yang

bertanggung iawob terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang,

in depen den terh adap fungsi op er asi onal" .

Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepala Bidang Satuan Kerja

Audit lntern (SKAI). Penunjukan Pejabat Eksekutif yang bertanggung

jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit telah ditetapkan dengan

Surat Keputusan Direksi Nomor r8z/PCAISK-RHSIDtR/XtUza:f tanggal

z7 Desember zor6 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif Kabid SKAI.

Laporan pengangkatan Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern telah disampaikan kepada

Otoritas Jasa Keuangaan melalui surat Nomor ooz/pCA/DlRllzotZ

tertanggal 4 Januari 2017, dan telah dicatat dalam administrasi

pengawasan otoritas Jasa Keuangan sebagaimana termaktub dalam

surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-64/KR.o3tzlzot7 tertanggal zr

Maret zor7.

Berdasarkan struktur organisasi yang berlaku dan telah disahkan oleh

Direksi melalui Surat Keputusan Direksi Nomor oo5/pCA/SK-

UMUM/DlRlllllzal,8 tanggal e Maret zotS tentang pemberlakuan

Struktur Organisasi & Job Description edisi zor8, kedudukan Satuan

Kerja lnternal Audit (sKAl) berada dibawah garis komando Direktur

t-Jtama dan garis koordinasi Dewan Komisaris.
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Gambar z.r. Kedudukan SF'AI dalam Struktur Organisasi

Direktur membawahkan fungsi kepatuhan dan nanajemen resika
Garis komando

Garis kcordinasi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Eksekutif yang

rnembawahkan fungsi Audit lntern telah memiliki pedoman kerja yang

mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan

hasil audit. Pedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit lntern (SPFAI)

sebagai pedoman kerja SKAl telah diberlakukan melalui Surat

Keputusan Direksi Nomor ozo/PCA/SK-UMUMID|R/XtUzor6 tertanggal

z7 Desember 2o15.

d) Program Kerja Selama Tahun 2ot8 dan Realisasinya;

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan SKAI dilakukan secara

berkesinambungan yaitu secara harian, bulanan, maupun tahunan,

namun rencana kerja pemeriksaan tidak diartikan sebagai suatu

pekerjaan yang harus dilakukan secara deadline kaku berdasarkan

timing nya. Dalam hal ini, lebih ditekankan pada suatu prinsip

fleksibilitas, tetap bertanggung jawab, serta untuk deadline

penyampaian laporan tetap dapat dilakukan secara tepat waktu.

Rencana kerja serta realisasi kerja pengawasan Satuan Kerja Audit

lntern (SKAI) tahun 2o18 tersaii pada tabel berikut ini :
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Bidang Operasional KPO, KC KPO, KC 1AO%

Tabel z.zo. Rencana dan Realisasi Kerla SKAI Tahun zotS

Bidang Fenghimpunan Dana KPO, KC KPO, KC 100%

Bidang Penyaluran Dana KPO, KC KPO, KC

Bidang Kesekretariatan dan

Umum
KPO, KC KPO, KC

Jaringan Kantor KPO, KC KPO, KC

Audit APU & PPT KPO, KC KPO, KC 1AO%

Audit Khusus

(apabila terjadi fraud)

Keterangan:

KPO : Kantor Pusat Operasional

KC : Kantor Cabang

t. Audit Ekstern

Auditor eksternal memiliki peran penting dalam kerangka kerja Cood

Corporate 1overnance (GCC). Direksi menyadari bahwa tugas yang

dilaksanakan oleh para Auditor Eksternal untuk mendukung kelancaran

tugas Manajemen Bank.

Bank telah menuniuk KAP "Drs. Suprihadi & Rekan" yang berkedudukan di

Malang, Jawa Timur sebagai akuntan Publik untuk melakukan Audit atas

Laporan Keuangan Bank tahun zor8.

Laporan Keuangan Bank tahun 2o18 telah diaudit oleh Kantor Akuntan

Publik "Drs. Suprihadi & Rekan" Surat Komentar {lvtanagement Letter) atas

hasil audit laporan keuangan yang diterima dari auditor independen telah

menjadi perhatian Manajemen untuk ditindak lanjuti.

Kantor Akuntan Publik "Drs. Suprihadi" melaksanakan audit berdasarkan

standar audit yang ditetapkan lnstitut Akuntan Publik lndonesia dan

terdaftar OJK"
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Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan, Bank menyusun

dan menyajikan laporan keuangan dalam bentuk dan cakupan sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Bank lndonesia, yang terdiri dari :

- Neraca;

- Laporan Laba Rugi;

- Laporan Perubahan Ekuitas;

- Laporan Arus Kas;

- Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi tentang komitmen

dan kontinjensi.

lnformasi yang tercantum dalam Laporan Keuangan Tahunan yang disajikan

kepada masyarakat luas terdiri dari :

- lnformasi umum, yang terdiri dari mengenai kepengurusan,

kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank,

strategi dan kebifakan manajemen serta laporan manajemen;

- Laporan Keuangan tahunan;

- Opini dari Akuntan Publik / auditor eksternal;

- Seluruh aspek transparansi dan informasi;

- Seluruh aspek pengungkapan sesuai SAK ETAP dan PA BPR;

- Jenis risiko dan potensi kerugian yang dihadapi oleh Bank;

- lnformasilainnya.

F. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, TERMASUK sIsTEM PENGENDALIAN

INTERN

Bank menyadari bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

intermediory keuangan, bank dihadapkan pada risiko yang melekat (inhernt)

dalam setiap kegiatan usahanya. Untuk dapat mengantisipasi dan

meminimalkan risiko-risiko tersebut diperlukan pengendalian dan pengelolaan

risiko melalui penerapan manajemen risiko secara efektif.

Bank senantiasa meningkatkan kemampuan pengelolaan risiko dan

mengevaluasi kebijakan risiko sesuai dengan peraturan baru yang berlaku

maupun perubahan Iingkungan bisnis yang teriadi.
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Sesuai dengan POJK No. t3lPOJK.o3/zot5 tanggal tz November 2015 tentang

Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, cakupan penerapan

manajemen risiko yaitu :

1. Pengawasan Direksidan Dewan Komisaris.

z. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit yaitu:

a. Kebijakan Manajemen Risiko;

b. Prosedur Manajemen Risiko; dan

c. Penetapan limit Risiko.

3. Kecukupan proses dan sistem yaitu:

a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;

dan

b. Sistem informasi manajemen risiko.

4. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan

tersedianya sistem pengendalian intern yang handal. Penerapan sistem

pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus bank meniaga

aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat

dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan

perundangundangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian,

penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem

pengendalian intern bank yang handal dan efektif meniadi tanggung jawab dari

sernua pihak yang terlibat, yaitu:

1. Dewan Komisaris

z. Direksi

3. SKAI (satuan Kerja Audit lntern)

4. Pejabat dan Karyawan Bank

5. Pihak Ekstern (O;r, internal auditor, dan nasabah bank yang

berkepentingan terhadap terlaksananya sistem pengendalian intern bank)
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Penerapan manajemen risiko Bank sampai dengan tahun zorS diantaranya :

r. Pengawasan Direksidan Dewan Komisaris.

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan

manaiemen risiko di bank dilakukan antara lain :

Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan

manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan

memberi persetujuan dan mengevaluasi kebijakan manaiemen risiko,

serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan

kebiiakan manaiemen risiko.

Pedoman penerapan manajemen risiko telah diberlakukan melalui

Surat Keputusan Direksi N omor ot S/PCA/SK-U M U MlXl I lzo't 6 tertanggal

zZ Desember zot6 tentang Pemberlakuan Standar Operasional

Prosedur (5OP) Manajemen Misiko (MR)

Direksi menyusun struktur organisasi disertai dengan kejelasan tugas

dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan

manajemen risiko pada masing-masing satuan kerja termasuk satuan

kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Struktur

organisasi dirancang untuk memastikan bahwa satuan kerja yang

melakukan fungsi pengendalian intern (SKA|) dan satuan unit kerja

manajemen risiko adalah independen terhadap satuan kerja yang

melakukan aktivitas bank.

Struktur organisasi bank ditetapkan melalui surat keputusan Direksi

nomor oo:/PCAISK-UMUM/DlR/llllzorS tanggal rz Maret zorS tentang

Pemberlakuan Struktur Organisasi& Job Description Edisi zor8.

Memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas

untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif.

Dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko, bank telah menunjuk

Kepala Bidang Kepatuhan sebagai Pejabat Eksekutif yang menangani

fungsi manajemen risiko yang independen terhadap satuan kerja atau

fungsi operasional bank.
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Penunfukan Kabid Kepatuhan yang bertanggung jawab terhadap

pelaksanaan fungsi manajemen risiko telah ditetapkan dengan Surat

Keputusan Direksi Nomor tto/PCA/SK-RHSlDlRllXlzotT tanggal 4

September za17 tentang Pengangkatan Pejabat Eksekutif di PT.BPR

Nusamba Pecangaan.

z. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan limit

Dalam rangka meminimalkan risiko, bank dalam melaksanakan kegiatan

berpedoman pada kebiiakan dan prosedur penerapan manajemen risiko

yang ditetapkan dengan berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dengan

mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Kebijakan dan prosedur penerapan manajemen risiko telah diberlakukan

melalui Surat Keputusan Direksi nomor ot5lPCA/SK-UMUM/Xlllzot6

tanggal z7 Desember zot6 tentang Pemberlakuan Standar Operasioanl

Prosedur (5OP) Manajemen Risiko (MR).

Kebijakan dan prosedur penerapan manajernen risiko ditetapkan secara

jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis bank. Penyusunan

kebijakan dan prosedur manajemen tersebut dilakukan dengan

memperhatikan antara lain jenis, kompleksitas usaha, risk appetlte,

kecukupan permodalan, kualitas SDM, peraturan yang ditetapkan

otoritas danlatau praktek perbankan yang sehat, serta lebih terfokus

pada risiko yang relevan pada aktivitas bank.

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang disusun bank telah

dilengkapi dengan limit risiko. Penetapan limit risiko dilakukan dengan

memperhatikan risk appetite, risk tolerance dan strategi bank secara

keseluruhan, yang mencakup antara Iain akuntabilitas dan jenjang

delegasi wewenang yang ielas, dokumentasi prosedur dan penetapan

limit, pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur, dan penetapan limit

secara berkala.

Jenis risiko yang melekat pada masing-rnasing aktivitas adalah:

a) Rktivitas perkreditan memiliki risiko kredit, risiko operasional, risiko

likuiditas dan risiko kepatuhan;
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b) Aktivitas pendanaan memiliki risiko operasional, risiko likuiditas

dan risiko kepatuhan;

c) Aktifitas operasional, teknologi informasi dan pegelolaan sumber

daya manusia memiliki risiko operasional;

3. Proses ldentifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

serta Sistem lnformasi Manajemen Risiko;

ldentifikasi risiko dilakukan dengan berdasarkan pengalaman pada masa

Ialu terkait dengan transaksi yang menyebabkan kerugian, menurunnya

keuntungan atau menyebabkan permasalahan Bank.

Metode pengukuran risiko dilakukan secara keuantitatif danlatau

kualitatif. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan

karakteristik dan kom p leksitas kegiatan usaha.

Metode pengukuran risiko pada setiap aktivitas fungsional ditetapkan

dengan memberikan skor pada setiap faktor yang digunakan sebagai

indikator pengukuran. Klasifikasitingkat risiko terdiri dari :

a) towuntukskor8o-too

b) Low to Moderate untuk skor 6o sld 8o

c) ttloderate untuk kor 4o s/d 6o

d) Moderateto High untuk skor zo sld +o

e) ruigh untuk skor kurang darisama dengan zo

Batasan risiko setinggi-tingginya secara keseluruhan adalah sebesar

ekses modal atau kelebihan modal diatas ketentuan yang ditetapkan

Otoritas Jasa Keuangan. Atau dengan kata lain batasan nilai kerugian

maksimal yang ditimbulkan oleh seluruh aktivitas fungsional bank tidak

sampai menyebabkan bank melanggar ketentuan kewajiban pemenuhan

modal minimum (rennrut).

4. Sistem Pengendalian lntern

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko

mencakup:
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- Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan

tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank;

- Penetapan wewenang dan tanggung iawab untuk pemantauan

kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;

- Penetapan ialur pelaporan dan pemisahan fungsi yang ielas dari

satuan kerja operasional kepada satuan keria yang melaksanakan

fungsi pengendalian;

- Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha

bank;

- Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat

waktu;

- Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan bank terhadap

ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

- Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur

penilaian kegiatan operasional bank;

- Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi

manajemen;

- Dokumen secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur-

prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank

berdasarkan hasil audit.

G. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan

berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai Batas Maksimum

Pemberian Kredit BPR yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

49IPOJK.o3lzot7 tanggal rz Juli zot7, dengan ketentuan :

- Penyediaan dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling banyak

ro% (sepuluh persen) dari modal Bank;

- Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar Bank pada BPR

lain yang merupakan pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak zo% (dua

pluh persen) dari modal Bank;
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- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada t (satu) peminjam pihak tidak

terkait ditetapkan paling banyak zo% (dua puluh persen) dari modal Bank;

- Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada t (satu) kelompok peminiam

pihak tidak terkait ditetapkan paling banyak 3o% (tiga puluh persen) dari

modal Bank;

- Dewan Komisaris secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik

pelanggaran maupun pelampauan BMPK

Selama tahun zotS tidak terdapat pelanggaran dan / atau pelampauan terhadap

Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Secara teratur dan tepat waktu menyampaikan Laporan Batas Maksimum

Pemberian Kredit kepada Bank lndonesia.

Jumlah total penempatan dana antar Bank kepada pihak terkait selama tahun

zot8, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana pihak terkait

Tabel z.zt. Penyediaan Dana Pihak Terkait

7,357 1,000

Februari L3,632 L,363 1,000

Maret t3,747 1,37s 1,000

April 13,580 1,358 1,000

13,525 1,352 1,000

Juni 13,481 L,348 1,000

Juli L2,066 1,207 1,000

Agustus 13,567 L,357

September 1,2,229 \,223 1,000

Oktober 12,422 L,242 1,000

11 Nopember 12,472 1,247 1,000

L2 Desember 73,344 1,,334 1,000
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z. Penyediaan dana pihak tidak terkait dan kelompok (group obligor)

Tabel z.zz. Penyediaan Dana Pihak Tidak Terkait

13,567 4,47A

dolan jutaan {Rp.)

13,632 4,090

13,580

13,525

13,481 4,444

iuli 1,2,066 2,413 3,620

Agustus 13,567 2,713

September 2,446 3,669

Oktober 72,422 2,484 3,727

11 Nopember 12,472 2,494 3,742

Desember 13,344

Selama tahun 2o18, tidak terdapat pelampauan BMpK atas penyediaan dana

dalam bentuk kredit kepada r (satu) peminiam pihak tidak terkait dan Bank

tidak memiliki Debitur yang bersifat group atau kelompok.

H. RENCANA BISNIS BANK

1. Arah Kebijakan dan Langkah-langkah strategis yangAkan Ditempuh

Bank yang resmi beroperasi seiak 17 Februari r99o ini terus mengerahkan

segala potensi yang ada untuk menjadi Bank sepuluh teratas pada cluster

industrinya.

Visi BPR Nusamba Pecangaan yaitu rdMeniadi Bank Yang Terpercaya Dan

Membangun Masa Depan" (disingkat TERMAPAN).

Kegiatan usaha perbankan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal,

diantaranya: pola manaiemen, keadaan perkonomian dan perilaku nasabah,

baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah kredit. Untuk mengurangi

dan mengantisipasi dampak negatif dari perubahan ekonomi dan perilaku
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nasabah, maka dituntut pola kerja dan strategi yang matang dalam

pembuatan program kerja dan anggaran.

Program rencana bisnis merupakan arah untuk mencapai suatu tujuan,

dimana dalam melaksanakan aktivitas kegiatan kerja tahun zorS mengacu

pada rencana bisnis Bank yang sudah ditetapkan tersebut. Disamping itu

juga sebagai tolok ukur agar dalam melaksanakan aktifitas kerja bisa lebih

terarah, efektif dan efisien.

Rencana bisnis Bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

upaya mengembangkan Bank, yang terdiri dari 5 (lima) Pilar, yaitu :

a) Ketahanan kelembagaan yang kuat;

b) Kemampuan tumbuh dan berkembang;

c) Kemampuan melayani kebutuhan masyarakat;

d) Kepatuhan;

e) Penguatan SDM.

Kelima Pilar tersebut bertumpu pada 6ood Corporate Governance (CCC)

dan berbasis Manajemen Risiko.

Bulan Desember zotS adalah saat penting bagi Bank karena telah berhasil

membukukan aset sebesar Rp. ro6.73t.765 ribu, sebuah angka psikologis

yang menunjukkan komitmen yang kuat seluruh Stakeholder Bank untuk

lebih percaya diri dalam mengangkat citra Bank dalam percaturan industri

Perbankan. Dan untuk memantapkan posisi tersebut, Manajemen

mematok proyeksi aset sebesar Rp. rr9.roz.865 ribu pada akhir tahun zorg,

atau meningkat r.59% dibandingkan buian Desember zorS sebesar Rp.

to6.73t.765 ribu.

z. Perkembangan Usaha Yang Berpengaruh Signifikan Selama Tahun zorS

Pada tanggal ro Juli zor8, Bank telah melakukan penutupan Kantor Kas

Bangsri yang beralamat di Jl. Raya Bangsri 94 Bangsri Jepara dan sekaligus

membuka Kantor Cabang Bangsri dengan alamat yang sama.

Perijinan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait pembukaan Kantor Cabang

Bangsri:

- Iiin prinsip dari OJK: Nomor 5-25/KR.o3r/zor8 tanggal 9 Maret 2ot8;
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- ljin operasional OJK

Dalam tahun zot8, Bank

ekspansi atau penciutan

: Nomor 5-69/KR.o3tlzot$ tanggal 3t

tidak melakukan kebiiakan tertentu

kegiatan usaha.

MeizotS.

terkait dengan

j. tndikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

Tabel 2.23. lndikator Keuangan Utama Bank dan Proyeksi

RASIO KEUANGAN POKOI(

1. Rasio KPMM (%) 18.78 17.78 r-8"55

2. Rasio Modal lnti {%) 18.1S L7.26 18.06

3' Rasio Aset Produktif yang

Diklasifikasikan terhadap Aset

Produktif (%)

L.97 1..L7

4.
Rasio PPAP terhadap PPAP yang

Wajib Dibentuk (%)
100.00 1-00.00 100.00

5. Rasio Non Performing Loan l%l

a, Gross 4.49 2.99 2.00

b. Netto 4.27 2.59

6. Rasio Kredit terhadap Total Aset

Produktif (%)
71.14 87.38 77.56

7. Rasio Return On Assets (%) 2.98 3.95 4.1_4

Rasio Net lnterest Margin {%} 20.00 9.07 L8.69

9. Rasio Biaya Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (%)
85.20 83.01 83.25

10. Cash Ratio (%) 22.L7 10.41 16.97

11. Loan to Deposit Ratio (%) 70.55 83.75 71.4'1.

RASIO POS.POS TERTENTU LAINNYA

. Rasio Kredit UMKM terhadap Total

Kredit {%}
1"00.00 100.00

2.
Rasio Dana Pendidikan dan

Pelatihan

a' Rasio Dana Pendidikan dan

Pelatihan terhadap Total

Beban Tenaga Kerja Tahun

Sebelumnya i%)

7 -55 5.15

b.
Rasio Realisasi Dana

Pendidikan dan Pelatihan

terhadap Total Dana

Pendidikan dan Pelatihan

yang Dianggarkan (%)

100.00 100.00
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4. TargetJangka Pendekdan Menengah tahun zorg

a) Target Jangka Pendek

r) Penurunan NPL

- Menurunkan NPL menjadiz,oo%;

- NPL harus terjaga dibawah 5% karena sebagai syarat

pembukaan Kantor Cabang dan layanan ATM.

z) Peningkatan fungsi intermediasi

- Menumbuhkan kredit (brutto) sebesar tz,gg%;

- Menumbuhkan tabungan sebesar q,t4%;

- Menumbuhkan deposito sebesar rc,tg%;

- Meminimalisir linkage program dan menggunakannya jika

diperlukan saja, saat ini hanya bekerja sama dengan Bank

Jateng.

Posisi akhir tahun 2019 linkage program diproyeksikan Rp.

4.74o.645ribu.

Cost and benefit:

Linkage pragram harus tetap dilakukan, yang diperkirakan

dicairkan Rp. 5.ooo.ooo ribu pada bulan Mei zor9. Cunanya

adalah untuk meniaga keamanan likuiditas sehubungan akan

terjadi penurunan tajam DPK (tabungan dan deposito) dari

sektor dana sekolah dan moment ldul Fitri, yang merupakan

siklus tahunan.

- Posisi LDR pada akhir tahun zorg adalahTy4t%

3) Peningkatan efisiensi

- Meningkatkan perolehan laba sebelum pajak sebesar 35,88%

pada akhir Desember zorg;

- Meningkatkan efisiensi, tercermin dari rasio BOPO dari 85,24%

meniadi 83,o3%;

- Mengoptimalkan recovery kredit hapusbuku, setahun minimal

Rp. zoo.ooo ribu;
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- Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan

penyaluran kredit.

4) Peningkatan produktifitas karyawan

- Pembukaan kantor cabang diupayakan tidak menambah

karyawan baru secara signifikan, tetapi dengan

memproduktifkan karyawan tetap yang ada.

- Pada akhir triwulan lll tahun zot9, seluruh Kepala Kantor Kas

akan ditiadakan dan akan diproduktifkan secara lebih konkret

untuk menunjang produktifitas secara umum.

b) Target Jangka Menengah

t) Upaya mengoptimalkan permodalan

- Mentargetkan adanya setoran modal dari pemegang saham;

- Pemenuhan cadangan umum sesuai regulasiyaitu zo% x modal

disetor;

- Mengoptimalkan pencapaian profitabilitas usaha.

z) Penerapan tata kelola dan manajemen risiko

Sudah mengimplementasikan kebif akan tata kelola dan

manajemen risiko sebanyak 4 resiko sesuai kategori BPRKU 1,

yaitu: resiko kredit, Iikuiditas, operasional, dan kepatuhan;

Sudah menunjuk dan mengangkat salah satu direksi yang

membawahkan fungsi kepatuhan dan manaiemen resiko;

Sudah mengangkat Pejabat Eksekutif bidang kepatuhan dan

manajemen resiko.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK

Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,

Bank menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan

sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas fasa Keuangan Nomor

qSlPOJK.o3lzotT tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan

Rakyat serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEO)K.o3lzat7

tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan

Rakyat.
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Bank telah melaksanakan transparansi informasi mengenai penyampaian

informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan

dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sepertitelah diatur dalam

Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor : rziSEOJK.oTlzot4 tentang

Penyampaian lnformasi Dalam Rangka Pemasaran Produk danlatau Laanan

Jasa Keuangan.

Transparansi informasi mengenai layanan serta produk Bank secara jelas,

akurat dan terkini dapat diperoleh seperti spandu( leaflet, brosur atau bentuk

tertulis lainnya disetiap iaringan kantor yang mudah diakses oleh nasabah

danlatau dalam bentuk informasi secara elektronis yang diunggah pada laman

{homepage) Bank, yaitu : http:ilwww.bprnr}samba:pecang;asn,co.id dimana

website ini terkoneksi dengan BPR Nusamba Croup yang dikelola induk

perusahaa n (holding company) yaitu PT Sentra Modal Harmoni di Jakarta.

J" RASIO GAJITERTINGGI DAN 6A..lI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Bank kepada karyawan yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau

peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan

keluarganya atas suatu pekerjaan danlatau jasa yang telah dilakukan.

Caji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai tetap

Bank per bulan terangkum dalam perbandingan dibawah ini:

Rasio gaji Pegawai yangtertinggi dan terendah 4.05 + 1

Tabel 2.24. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah 1.62 + 1

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah 1.35 + 1

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris yang tertinggi 2.46 + 1"

Rasio gaji Direksi yangtertinggi dan Pegawai yangtertinggi
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K. PENYIMPANGAN TNTERNAL (rrurrnrunr FRAUD)

Penyimpangan intern {internal fraud) adalah penyimpangan atau kecurangan

yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai

tidak tetap yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Selarna tahun zot8, tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi dalam

Bank.

Tabel 2.25. Penyimpangan lnternal (lnternal Fraud)

Total fraud

l?,"1?,1ill;l;#ffi

Nihil

Telah diselesaikan Nihil Nihil

Dalam proses

penyelesaian diinternal

BPR

Nitli! Nihil Nihil Nihil Nihil t$ihil

Belum diupayakan

penyelesaiannya
Nihil Nihil Nihil Nihil ttihil

Telah ditindak Ianjuti

melalui proses hokum
Nihit Nihil

L. PERMASATAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang

dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun zor8,

Bank tidak menghadapi permasalahan hukum yang terkait pidana dan perdata.

Telah selesai

{telah mempunyei kekuatan hukum yang tetap}

Tabel 2.26. Permasalahan Hukum

Dalam proses penyelesaian

TOTAL

M. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Bank tidak memberikan kontribusi kepada partai politi( namun ikut serta

berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan berupa sumbangan

LAPORAN PENERAP,AilI ?ATA KELOLA PTNUSAHAAil
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dan donasi lain sebagai wujud perhatian untuk menjalin solidaritas dengan

pihak eksternal terutama wilayah sekitar kantor. Kontribusi Bank untuk

kegiatan sosial pada tahun zotS diantaranya :

Tabel 2.27. Kegiatan Sosial

Santunan YATAMA Pecangaan

dalam ribuan {Rp"}

Kegiatan Donor Darah 5.000

Olimpiade PMR Universitas lslam Nahdhotul Ulama (UNISNU) Jepara 100

Sponsorship kegiatan hari buruh 1-.250

Sponsorship kegiatan Hari Pendidikan Nasional UPT Disdikpora Welahan 1.075

Sumbangan POPDA Kecamatan Mlonggo

Gebyar HUT MTs Wahid Hasyim Bangsri

Peringatan Hari Kartini kecamatan Mayong 200

Harlah Ml Miftahul Huda Raguklampitan 200

10 Gebyar Akhir Tahun Pelajaran SD Negeri 3 Welahan 300

1,55011.
Sumbangan sedekah bumi dibeberapa daerah di lingkungan sekitar
jaringan kantor

Sumbangan Pembangunan Mushola An-Nur desa Lebuawu 5UU

12 Sumbangan HUT Rl kecamatan Wilayah Jepara 1.450

Dies Natallis MA Miftahul Huda, Batealit 200

15 Sumbangan bencana alam gempa gunungAgung, Bali 2"s00

1t) Bulan dana PMlJepara 1.000

77 Gebyar Muharam TK Al Djoefri Margoyoso 500

Milad KB Dida Belia 2s0

19 Sumbangan penyandang cacat, Kudus 200

20 Sumbangan bencana alam gempa Palu 2.500

21 Sponsorship Musda Perbarindo, Semarang 4.500

22 Pesta siaga kecamatan Bangsri 150

Kegiatan siswa Ml Darul Huda, Bawu 250

HUT Satpam, Jepara 250

JUMLAH 34.425
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N" pENGHARGAAN (AWARDS) YANG DtRAtH BANK

Selama tahun zot8, Bank menerima penghargaan dari pihak eksternal yang

independen dalam rangka penilaian mengenai hasil perkembangan usaha

perusahaan.

Penghargaan tersebut adalah :

1. lnfobank Awards tahun zorS dengan predikat 'r Sangat Bagus " atas

kinerja Keuangan selama tahun zor7, dan

z. Top too BPR The Finance tahun zorS dengan predikat " bintang 5 " atas

kategori Aset Rp. z5 miliar sampai dengan dibawah Rp. too miliar yang

tumbuh pesat selama 3 tahun.

Penghargaan tersebut selain menjadi benchmark bagi Bank dalam rangka

peningkatan kinerja juga merupakan pengakuan industri atas upaya dan

pencapaian Bank dalam menjalankan usahanya.
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BAB III

HAsI L PEN I LAtAN (SEI-F ASSESSMENT) ATAS pEN ERAPAN TATA KELOLA

A. SETFASSESSMENT

Sesuai dengan Peraturan POJK No.+IPOJK 4lzot5 tanggal 3r Maret 2o15 tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank diwajibkan

untuk melakukan penilaian sendiri (self-ossessment) atas implementasi

penerapan tata kelola. Self-assessment tersebut dilakukan terhadap faktor-

faktor penilaian penerapan tata kelola pada posisi Bank per 3t Desember zor8.

Berdasarkan kertas kerja self-assessment Penerapan Tata Kelola posisi

3l Desember zot8, dapat disampaikan hasil self-assessment penerapan tata

kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut:

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

Jawab Direksi.
L.76 22.AA% Sangat Baik

Tabel 3.t. Predikat Masing-Masing Faktor Hasil Penilaian Self Assessment

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung

iawab Dewan Komisaris
1,.77 16.67% Sangat Baik

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas

atau Fungsi Komite
0.00 0"aa% 0.00

Penanganan Benturan Kepentlngan 1.50 11.11% 0.17 Sangat Baik

Penerapan Fungsi Kepatuhan 2.30 17.11% o.26

Penerapan Fungsi Audit lntern 1.68 17.11% 0.19 Sangat Baik

Penerapan Fungsi Audit Ekstern 1.50 7.78% Sangat Baik

Penerapan Manjemen Risiko Termasuk

Sistem Pengendalian lntern.
0.00% 0.000.00

Batas Maksimum Pemberian Kredit 1.45 833% 4.1.2 Sangat Balk

10 Rencana Stategis BPR B33% 0.15 Baik

2"0071
Transparansi Kondisi Keuangan dan

Non Keuangan
8.33% o.17

NILAI KOMPOSIT 100.00% L,78 SANGAT BAIK

Hasil analisis self-assessment menunjukan bahwa penerapan tata kelola PT.BPR Nusamba Pecangaan sesuai

dengan kriteria/indikator dengan predikat a SANGAT BAIK a
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Tabel 3.2. Parameter Predikat Komposit

PT. BPR NUSAMSA PECANGAAN

1.0 s Nilai Komposit < 1.8 Sangat Baik

1.8 < Nilai komposit < 2.5

2.6 < Nilai Komposit < 3.4 Cukup Baik

3.4 < Nilai Komposit < 4.2 Kurang Baik

4.2 < Nilai Komposit < 5 Tidak Baik

Terlampir disampaikan hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata

kelola yang terdiri dari kertas keria penilaian penerapan tata kelola, dan

kesimpulan penilaian penerapan tata kelola yang terdiri dari nilai komposit dan

peringkat komposit serta kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan tata

kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan PT. BPR Nusamba Pecangaan

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

KESIMPUI.AN UMUM HASIL PENILAIAN

Berdasarkan kertas kerja self-sssessrnent Penerapan Tata Kelola posisi 31

Desember 2018, dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self-ossessment

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan sebagai berikut :

L.78 SANGAT BAIK

B.

Dari hasil penilaian sendiri (self-assessment) penerapan tata kelola PT. BPR

Nusamba Pecangaan, nilai komposit yang diperoleh r.78 (berada pada rdnge

nilai komposit 1.o s nilai komposit < 1.8 ) sehingga termasuk dalam predikat

"Sangat Baik".

Beberapa Iangkah perbaikan agar implementasi penerapan tata kelola

perusahaan dapat lebih baik, antara lain pelaksanaan penerapan tata kelola

dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan

Tabel3.3. Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola
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kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsiAudit lntern Bank, peningkatan

sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.

Predikat komposit "sangat Baik" yang diperoleh merupakan suatu wujud nyata

Bank untuk memberikan komitmen yang tinggiterhadap penerapan tata kelola

Perusahaan dan keseriusan Bank untuk mematuhi peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan tujuan untuk lebih meningkatkan kineria,

efisiensi serta pe laya n a n Bank kepada Stakehol der s.
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BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan penerapan tata kelola PT. BPR Nusamba Pecangaan tahun zor8

untuk periode penilaian 3t Desember zot8, disusun sesuai dengan ketentuan

Otoritas Jasa Keuangan yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

nomor +/POJK.o3/zot5 tanggal 3r Maret zor5 serta Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan nomor 5/5EOJK.o3lzo't6 tanggal ro Maret zo16 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan aspek

transparansi pelaksanaan penerapan tata kelola dan penilaian sendiri (Self-

Assessment) penerapan tata kelola sesuai dengan periode penilaian 3r Desember

zor8.

Dengan disusunnya Lapgran Penerapan Tata Kelola Perusahaan ini, diharapkan

dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk

pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggung

' jawaban dan kewajaran Bank.
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